BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN WEBSITE DAN AKUN
MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang - a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan
penyebarluasan informasi kepada masyarakat, maka
penting  adanya Standar  Operasional Prosedur
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat;

b. bahwa dalam upaya penerapan standar operasional
prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun
media sosial, maka data, pesan dan informasi yang
disampaikan harus tertata, akurat dan efisien;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan
agar penerapan Standar Operasional  Prosedur
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun
mec}ia sosial dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan
efisien, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan
maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedul"
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sintang Kepada Masyarakat ;

d. b_ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun

media sosial milik Bagian Humas d
: an P
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang; L

Mengingat...



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Norp.or 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah qugkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);,

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5166);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara R i
Indonesia Nomor 5952); & epublik

. tentan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesig

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan L
; ’ emb
Republik Indonesia Nomor 5038); aran Negara

> tent
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indon::}g

Tahun 2009 Nomor 112 Tamb
_ ( , ahan Lembaran
dRepglbhk Indonesia Nomor 5038) sebagaimanaNetEi;}?
( 12: z;h dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lemb .
Nomor 5038); aran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan. ix



Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN  SINTANG MENGGUNAKAN
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS
DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

Sekretari i
- aen eéz.'lat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

penyelenggaraan pelayanan  bantuan |
pelayanan Hak Asasi Manusia di ot

6. Standar...



6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan
penyebariuasan informasi kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun
media sosial milik Bagian Humas dan Protokol secara
internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap
aparatur/pclaksana pelayanan yang terlibat dalam
pelaksanaan pemberian pelayanan tahap demi tahap, agar
proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, efektif,
dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang
baik dan memenuhi standar.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan panduan kepada setiap aparatur/pelaksana
pelayanan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian
pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan
Pemerintah Kabupaten Sintang menggunakan website
dan akun media sosial milik Bagian Humas dan Protokol.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
terwujudnya pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan
Pemerintah Kabupaten Sintang yang cepat, berkualitas,
dan akurat.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN
INFORMASI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada

Bagian Humas dan Protokol sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Standar Operasional Prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

a. Seluruh tahapan dalam menyebarluaskan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada m
menggunakan website dan akun media sosial mil
Humas dan Protokol Sekretari
bisa dilaksanakan;

informasi
asyarakat
ik Bagian
at Daerah kabupaten sintang

b. Kepala...



b. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kepala Sub Bagian
Humas, Pchputan dan Pembentaan, Staf Sub Bagian
Humas, Pehputan dan  Pembernitann  melaksanakan
sepenuhnya Standar Operasional Prosedur dan
menjalankan tahapan dengan konsisten, baitk, dan benar
supava informasi yang disapkan kepada masyarakat cepat
dan akurat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scuap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Lo 4uni 2018

BUPATI SINTANKG,

Vg
4 [JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 3Uni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Ut -

-

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR §§



SOP Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemkab Sintang Kepada Masyarakat Menggunakan
Website dan Akun Media Sosial Milik Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sintang

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas s,
! K";“:?"’? Pl:f"“’ Staf Fungsional | Kabag Humas Keleagil Wak Ket
cliputan dan Umum dan Protokol ghapan i Output
Pemberitaan
1 |Memenntahkan Staf Fungsional U ntuk 3
,cim oo d ung:u ol Umum u“:‘L mchk:“l“m i Bahan/data terkait Publikasi :
P an pelip keggatan F Daerah di ] 3 . . Nota Dinas dan

PAE dan Pemberitaan (mated, 5 .

o 60 Menit Bahan/data terkait
catatan, wawancara dan Publikasi/Pemberi
dokumentasi foto/video) whifasi/Fembentasn.

2 :Zm:gumpuﬂun !ahan/data untuk publikasi dan pemberitaan untuk : i Nota Dinas dan Draft

madian disampaikan kepada Kasubbag Humas, Peliputan dan Mater, caratan, wawancaca dan| g it | publikasi/ Pemberitaan
Pemberitaan dokumentasi foto/video. (Rel
(Release)
3 |Mengkoreksi Drift Redaksional Publikasi dan Pemberitaan untuk
- i Nota Dinas d
disampaikan kepada Kabag Humas dan Protokol tidak Maten, c:unm?, wawancara dan 5 Menit P‘i;h;i/‘;mﬁz;
dokumentasi foto/video (Release)

4 |Mengkoreksi Draft Redaksional Publikasi dan Pembentaan, untuk ya .
diksmbalikan kepada Kasubbag Humas, Pcliputan dan Pembentaas untuk di . . X Peess Release & Vid Terkait SOP Surat|
upluad di website dan akun modia sosial. tidak Draft Release & Video Mt cpsfelease & Video Keluar

S |Mencnma Draft Redaksional Publikasi dan Pembentaan untuk di upload di
webuate dan akun media sosial D Draft Release & Video 5 Menit Postingan

BUPATI SINTA

e
<

>

‘. JAROT WINARNO



